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Pendahuluan

Bersamaan dengan disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 4 Mei 1999 yang kemudian diikuti dengan
disahkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 19 Mei 1999, maka dimulailah era
baru Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih terdesentralistis.
Setelah selama ini dianggap bahwa UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah — begitupun UU No. 32 tahun 1956 tentang
Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri - dianggap lebih banyak berpihak kepada
pemerintah pusat sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan
pemeritahan di daerah saat ini. Kondisi perubahan ini pertama kali dipicu
dengan adanya ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998  tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapan utama dari terbentuknya kedua undang-undang tersebut adalah
agar setiap pemerintahan daerah di Indonesia dapat menciptakan
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta
meningkatkan peran serta masyarakat melalui asas desentralisasi yang
berwujud otonomi yang luas dan berfanggung jawab. Selain itu diharapkan
dengan dialihkannya wewenang pengaturan daerah kepada pemerintahan yang
paling dekat dengan masyarakat maka pemerintah akan semakin dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya dan sekaligus
juga diharapkan dapat tercipta efisiensi pengelolaan sumber daya yang lebih

baik pada pembangunan di Indonesia.



Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely merupakan suatu
proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber
daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptaan suatu lapangan
pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan dan pertumbuhan
ekonomi dalam wilayah tersebut ( Blakely, 1994, hal 58). Pembangunan
ekonomi daerah tersebut pada pelaksanaannya akan melalui suatu proses
yang menyangkut pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-
industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja (melalui proses pendidikan)
yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi dan
pembukaan pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta

pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Satu hal yang mesti diperhatikan pada pembangunan perekonomian
daerah adalah bahwa setiap kegiatan dan kebijakan yang ditujukan untuk
meningkatkan pembangunan didaerah pasti akan mendasarkan diri pada
kekhasan yang menjadi ciri daerah yang bersangkutan (endogenous
development) , dimana kegiatan-kegiatan tersebut terutama ditujukan bagi
terciptanya peningkatan — baik jumiah maupun jenis — kesempatan kerja bagi
masyarakatnya. Kekhasan yang dimiliki oleh setiap daerah membawa implikasi
pada perbedaan corak pembangunan yang ada di setiap daerah. Oleh sebab
itu, satu hal yang perlu kita ingat dari pernyataan di atas dalam kaitannya
dengan perencanaan pembangunan didaerah adalah bahwa penerapan
seutuhnya dari suatu pola pembangunan daerah lain/negara lain terhadap
suatu daerah belum tentu akan mencapai hasil yang sama seperti di

daerah/negara asalnya.

Berdasarkan hal-hal diatas kita menyadari bahwa pembangunan ydig
dilaksanakan didaerah berkaitan dengan berbagai aspek seperti sumber daya

alam, tenaga Kkerja, modal investasi, transporlasi, komunikasi, komposisi



industri. teknologi, luas daerah. kewirausahaan. ekspor, kapasitas pemerintah
daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan pembangunan lainnya.
Aspek utama dari pembangunan itu sendiri adalah pertumbuhan ekonomi
daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi bisa tercipta jika paling tidak
sudah dapat memperbaiki empat hal ini yaitu , kesempatan kerja daeral, basis
pembangunan daerah berupa sektor-sektor perekonomian daerah, aset-aset
lokasi dan sumber daya pengetahuan (penelitian dan pengembangan) baik

yang terkait langsung dengan produksi maupun sumber daya manusia.

Proses perencanaan pembangunan daerah yang selama ini dilakukan di
Indonesia lcbinh menitikberatkan pada kekuatan pemerintah pusat untuk
mengatur segala kegiatan pembangunan di daerah. Perwujudan kekuatan
pemerintah pusat ini dilaksanakan dengan pola pembangunan yang

memfokuskan pada pembangunan sektoral, melalui sistem top-down planning.

Implikasi dari pelaksanan sistem seperti di atas adalah timbuinya
ketergantungan yang besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan
kegiatan. Oleh sebab itu desentralisasi diharapkan mampu untuk untuk
merubah kondisi yang telah ada, dan diharapkan pemerintah daerah h'lampu

merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang akan diterapkan di

daerahnya masing-masing.

Evolusi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dimasa yang akan datang diharapkan mampu
memberdayakan seluruh komponen yang ada di daerah untuk ikut
berpartisipasi aktif di dalam pembangunan. Dari sisi pemerintah daerah
diharapkan terjadi kemandirian didalam menyusun rencana pembangunan,
yang melibatkan peran aktif dari masyarakat, lembaga ekonomi dan lembaga

swadaya masyarakat.



Selain itu juga pembangunan daerah dimasa yang akan datang
diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pembangunan yang didasarkan
pada juklak dan juknis yang selama ini dijalankan hampir pada seluruh
kelembagaan yang ada di pemerintah daerah, untuk kemudian digantikan
dengan sistem perencananaan yang lebih terpadu (komprehensif) yang
didasarkan pada kekuatan rakyat dengan menggunakan pendekatan yang
bersifat participatory — dengan mengikutsertakan stakeholder yang ada di

lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita identifikasi berbagai hal
yang mendesak yang diperlukan bagi proses pelaksanaan pembangunan
daerah dimasa yang akan datang ;

1. Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan kelengkapan data base
yang lebin pesar lagi, agar setiap tahap pada proses pembangunan
didasarkan pada data yang lebih aktual.

2. Perencanan pembangunan membutuhkan keahlian yang lebih baik pada
bidang evaluasi proyek — seperti keahlian pada kriteria investasi, kriteria
perputaran modal, kriteria produktivitas marginal sosial an kriteria
reinvestasi — dari setiap lembaga pemerintah yang berkaitan dengan proses
perencanaan pembangunan daerah.

3. Pembangunan daerah harus dapat meningkatkan partisipasi dari pihak
swasta untuk lebih aktif didalam pelaksanaan pembangunan. Tindakan ini
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program kerjasama dalam
bentuk public private partnership.

4. Pemerintah daerah harus dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan
daerah yang baru - yang sesuai dengan perundangan yang ada - melalui
cara-cara yang kreatif dan tidak merugikan masyarakat. Salah satu tindakan
yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-
sumber pendapatan daerah yang baru adalah melalui mekanisme
pengenaan biaya akibat pembangunan (development impact fee) melalui

mekanisme perijinan dan uji hitung kembali.
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